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Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh 
Satu (04-03-2021) bertempat di hotel Aruna Senggigi Kabupaten Lombok 
Barat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. HARIS SUKAMTO ; Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 
44 Mataram Nusa Tenggara Barat, dalam 
hal ini bertindak untuk dan atas nama 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. H.ZULKIEFLIMANSYAH : Gubemur Nusa Tenggara Barat,
berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 
12 Mataram, dalam hal ini bertindak 

untuk dan atas nama Pemerintah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama 
disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan 
tentang Sistem Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar pertimbangan:
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- 

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);










